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Abstrak

Pendlitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi-KPU Kota Pontianak dala pendidikan politik
kepada masyarakat pada pemilu Legiglatif2014. Penelitian ini. menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
metode kualitatif. Teori yang digunakantyaitu Pendidikan Politik dari Kartini Kartono sebagai pedoman dalam
mengkaji pelaksanaan fungsi: pendidikan politik yang diberikan KPU  Kotas Pontianak. "Hasil penelitian
menunjukkan tentang deskripsi ‘tentang pelaksanaan fungsi KPU Kota Pontianak dalam memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat pada pemilu legidatif 2014 memiliki; /4 fungsi yang berkaitan dengan ‘teori yang
penulis pakai yaitu (1)+Peningkatan kemampuan individual bertujuan agar masyarakat- nantinya dapat memiliki
kemampuan individual seperti datang tepat waktu, cara memberikan suara dan tidak terpengaruh oleh pihakilain
dalam menentukan“pemimpin mereka di lembaga legidatif. (2) Pemahaman kekuasaan diharapakan dapat
membuat suaturpemahaman baru mengenai kekuasaan yang sebelumnya ada pada masyarakat. Ketika stigma
jelek mengenaizsuatu lembaga sudah dirubah maka=masyarakat nantinya akan sadar dan gmau memberikan
suaranya tentunya dengan pilihan mereka masing-masing: (3) Memahami mekanisme yang diberikan melaui
media televisl, sosialisas langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak (4) Mengendalikan.dan mengontrol
kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan
suara yange=memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol jalannya suatu pemilihan umum, hal-ha yang
berbentuk pelanggaran dan merusak yang dilakukan sgjumlah oknum yang mengajak masyarakat |bisa
diminimalisir oleh masyarakat mereka dapat mengontrol dirinya sendiri untuk berupaya mensukseskan
pemilihan umum dengan cara yang benar demi menciptakan kekuasaan pemerintah yang baik nantinya.

Kata-kata Kunci : Pemilu Legidatif, Fungs KPU, "Pendidikan Politik

Abstract

This research @ms to investigate the implementation of the function of KPU Pontianak in political education to
the public on the legislative elections in 2014. This research uses descriptive research with qualitative methods.
The theory used is Political Education;of Kartini Kartono as.guidance fin.assessing the implementation of
political educationsfunction given KPU Pontianak. The results showed about a description of the function
execution KPU Pontianak in providing political education to the public on the legislative elections in 2014 has 4
functions related to the theory.that | useis (1) Improving the ability of individual.aimsfor the public will be able
to have individual abilities like come on tifie; hew-to:vote-and-is-netaffected by the other partiesin determining
their leaders in the legislature. (2) Understanding of power can create a new understanding of the power that
previousdly existed in the community. When the ugly stigma about an ingtitution has changed then the public will
be aware of and willing to give his voice certainly with their choice. (3) Understanding the mechanisms provided
through the medium of television, direct socialization and simulation by KPU Pontianak. (4) Control and control
of power by providing political education to the members of the group organizing the ballot that has the task of
controlling and control the course of an election, things are shaped breach and the damage that is done a number
of elements that invite the public can be minimized by the community they can control himself to attempt to
succeed in the general election the right way in order to create good government power later.

Keywords : Legislative elections, Function KPU, Political education
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A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum
merupakan salah salah satu lembaga
negara yang memiliki hak untuk
menyelenggarakan  pemilihan  umum.
Komisi Pemilihan Umum menjalankan
tugasnya sebagai pelaksana pemilu dituntut
untuk independen dan _nmon-partisan
sebagaimana ketentuan.ini dikeluarkan atas
usul pemerintah «dan Dewan "Rerwakilan
Rakyat pada“tahun 2004, untuk menjaga
keamanan dan netrali.tas KPU itu sendiri.
Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka
dibuatlah tahapan, program dan jadwal
pemilihan umum baik pemilihan umum
legistalifsmaupun pemilu Presiden dan
Wakil Presiden yang ditetapkan dengan
Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum
(PKPU). Pasal 10 Undang-undang Nomor
3 Tahun 1999 tentang Pemilihan_Umum
dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16
Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
Pemilihan  ‘Umum  dan"; Penetapan
Organisasi dan':Tata Kerja Sekretariat
Umum Komisi Pemilihandmum.

Pemilihan Umum merupakan salah
satu bentuk perwujudan demokrasi rakyat.
Pesta demokrasi yang merupakan
perwujudan tatanan kehidupan negara dan
masyarakat yang berkedaulatan rakyat,
pemerintahan dari dan untuk rakyat.

Pemilihan umum diatur didalam UU No.
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15/2011 Tentang Penyelengaraan Pemilu
dan Peraturan KPU No. 7/2012 Tentang
Tahapan, Program, dan Jadwa Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 Sebagaimana diubah
Terakhir  dengan
Pemilihan=Umum Nomor 21 Tahun 2013.
Pemilihan umum*telah dianggap menjadi

Peraturan Komisi

ukuran: demokrasi karepa rakyat dapat

berpartisipasi menentukans, sikapnya
terhadap pemerintahan dan negaranya.
Pemilihan umum adalah suatu ha ‘yang
penting dalam kehidupan® kenegaraan.
Melaui pemilihan umum rakyat memilih
wakilnya untuk duduk dalam™ parlemen,
dan dalam  struktur  pemerintahan.
Umumnya yang berperan dalam pemilu
dan menjadi peserta pemilu adalah partai-
parta  politik. Parta  politik ' yang
menyalurkan  aspiras rakyatr  dan
mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan itu.

Pendidikan Politik diatur dalam UU
No.15 tahun 2011 tentang‘penyel enggaraan
pemilu pasal .10 (1) huruf (n) yakni
menyel enggarakan sosiaisas
penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
Pelaksanaan pendidikan politik harus
dilakukan tanpa unsur paksaan dengan
fokus penekanan pada upaya untuk
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mengembangkan pengetahuan (Kognisi),
menumbuhkan nilai dan keberpihakan
(Afeks)) dan mewujudkan kecakapan
(Psikomotorik) warga sebaga individu
maupun sebagal anggota kelompok.
Pekembangan zaman yang terasa sangat
cepat jikatidak dibarengi dengan wawasan
berpikir yang luas hanya akan membawa
generas muda bangsai ini.wke daam
kehidupan yang lepas™ kendali. Oleh
karena itu, «pendidikan™, politik
diperlukan #sebaga filter terhadap
segala pengaruh bu.ruk yang mungkin
datang.

Pembentukan kepribadian politik
dilakukan melalui metode tak langsung,
yaitu pelaihan dan sosidisasi, Serta
metode langsung berupa pengajaran politik
dani sgenisnya  Pendidikan  politik
kesadaran

masyarakat Kualitas demokrasi indonesia

membentuk berpolitik

tercermin  dalam  kedewasaan . dan
kesadaran, dalam berpolitik. Pendidikan
politik yang dilakukan—oleh 'Komis
Pemilihan Umum dalam “memberikan
pendidikan politik sudah dilakukan pada
pemilu-pemilu  sebelumnya. _yang telah
diselenggarakan. Namun seiring dengan
perkembangannya upaya  pendidikan
politik yang diberikan kepada masyarakat
terus ditingkatkan agar masyarakat
memahami  pelaksanaan dan manfaat
daam mensukseskan pemilu. Komisi

Pemilihan Umum Kota  Pontianak
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mengatakan pendidikan politik  yang
diberikan pada pemilu legidatif 2014
berbeda dengan pemilu sebelumnya yang
diselenggarakan pada tahun 2009.

Pada pemilu 2009 yang telah
dilaksanakan berdasarkan data yang
didapat dari KPU Kota Pontianak jumlah
masyarakat yang menggunakan hak
suaranya berjumlah 63,82 % pemilih yang
menggunakan hak suaranya dalam
pemilihan t umum legisdatif pada tahun
2009. Pendidikan: politik yang diberikan
lebih gencar dan dengan cara-Cara baru
guna untuk meningkatkan pemahaman.dan
kesadaran masyar akat dalam
mensukseskan pemilu legidlatif 2014.

Pendidikian politik yang diberikan
oleh KPU Kota Pontianak pada pemilu
legidlatf 2014 adalah dengan [cara
bersosidisas kepada masyarakat melalui
media cetak, elektronik, baliho. ‘'Tidak
hanya itu KPU Kota Pontiangk juga
memberikan pendidikan politik dengan
cara baru .yang. berhadapan langsung
kepada masyarakat Kota Pontianak dengan
membentuk tim Relawan'Demokrasi yang
bertugas_memberikan pendidikan politik
berupa informas penyelengaaran pemilu
langsung kepada masyarakat. Data pemilih
pada pelaksanaan pemilu legidatif 2014 di
Kota Pontianak Komisi Pemilihan Umum
merekapitulasi hasil dari jJumlah pemilih di
Kota Pontianak yang menggunakan hak
suaranya diketahui bahwa dari tota
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pemilih terdaftar pada Daftar pemilih tetap
yakni sebesar 425.646 jumlah pemilih
yang menggunakan hak suaranya sebanyak
314.313 orang yang menggunakan hak
suaranya atau sekitar 73,84 % masyarakat
Kota Pontianak sudah menggunakan hak
suaranya  sedangkan yang tidak
menggunakan hak suaranya hanya 110.202
(26 %). Jumlah masyarakat yang
memberikan suaranya< pada pelaksaan
pemilu yang meneapai 73,84 %. Perbedaan
antara kedua jumlah penggunaan suara
masyarakat yakni ar.ltara 63,82 % pada
tahun 2009 dan 73,84 % pada tahun 2014
menjadikan _penulis ingin  mengetahui
bagaimana =pendidikan  politik ;yang
diberikan kepada masyarakat sehingga bisa
menaikan.jumlah penggunaan hak suara

masyarakat sebanyak 10 %.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemilu

Pemilihan Umum merupakan: salah
satu bentuk demokrasi rakyat. Pemilu
dilaksanakan dalam rangka. mewujudkan
kedaulatan rakyat sekaligus penerapan
prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi,
meningkatkan kesadaran politik rakyat
untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan
umum demi  terwujudnya cita-cita
masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilu-pemilu di Indonesia diatur dengan
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Undang-Undang Pemilu yang selalu
berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan
kualitas, karena pengaruh konfiguras
politik, dan karena perubahan demografi
kependudukan dan peta pemerintahan
daerah. Pemilu sebagai salah satu sarana
peran serta rakyat daam  sistem
pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan
yang  peating,  yakni pel aksanaan
kedaulatan rakyat.. Setiap warga negara
dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan
memberikan hak pilih suaranyauntuk siapa
yang,akan menjadi pemimpin.

Pesta demokrasi yang merupakan
perwujudan tatanan kehidupan negara dan
masyarakat yang berkedamlatan rakyat,
pemerintahan dari dan untuk rakyat.
Pemilihan Umum Menurut Indria Samego
(2007:147) mengatakan bahwa pemilihan
unmum adalah pasar politik tempat
individu/masyarakat  berinteraksi ‘untuk
melakukan kontrak sosia  (perjanjian
masyarakat) antara peserta pemilihan
umum (partai politik) dengan pemilih
(rakyat) -yang memiliki hak pilih setelah
terlebih  dulu melakukan serangkaian
aktivitas politik-yang meliputi kampanye,
propaganda, iklan politik melalui media
massa cetak, audio (radio) maupun audia
visua (televis) serta media lainnya seperti
pamflet, selebaran bahkan

komunikas antar pribadi yang berbentuk

spanduk,

face to face ( tatap muka) atau lobby yang
beriss penyampaian pesan mengenai
4



program, asas, ideologi, serta janji-janji
politik lainnya guna meyakinkan pemilih
sehingga pada pencoblosan  dapat
menentukan pilihannya terhadap salah satu
parta politik yang menjadi peserta
pemilhan umum untuk mewakilinya dalam
badan legidatif maupun eksekultif.
Pemilihan Umum yang menjadi
gjang pesta rakyat untuk menyeleksi para
pemimpin menjadi momentum perubahan
bagi masa depan” dan bangsa. Dengan
adanya  Pemilu
menghasilkan wakil-wakil rakyat - yang

diharapkan  dapat

mampu mengerti mengenal aspiras dari
rakyat. Naning (1982), pemilihan umum
sebagal sarana demokrasi Pancasila wajib
kita kembangkan melaui pndidikan politik
rakyat, karena selain dapat meningkatkan
kesadaran setiap warga negara dalam
menggunakan  hak, kewagjiban dan
tanggungjawab, maka pemilihan umum
yang diselenggarakan secara berkala setiap
5 tahun 'sekali, juga akan menumbuhkan
dan menyuburkan kehidupan. demokrasi
pancasila. Ral (2006), menyebutkan bahwa
Melalui pemilu masyarakat terlibat dalam
suatu kegiatan politik=secara_|langsung.
Dari pengalamannya itu diharapkan lahir
kesan-kesan yang mendalam  yang
mempengaruhi orientasi nilai-nilai poiitik
yang mereka punyai.

Pemilihan umum diatur didalam
UU No. 15/2011 Tentang Penyelengaraan

Pemilu dan Peraturan KPU No. 7/2012
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Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana

diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Pemilihan umum telah dianggap menjadi

ukuran demokrasi karena rakyat dapat

berpartisipasi menentukan  sikapnya
terhadap pemerintahan,dan negaranya.

Pemilihan umums adalah suatu hal yang

penting dalam kehidupan kenegaraan.

Melalui pemilihan umum rakyat memilih

wakilnya untuk duduk dalfam parlemen,

dan dalam struktur pemerintahan.

Sistem pemilihan umum dikenal
bermacam-macam, akan tetapi umumnya
berkisar pada dua prinsp pokok,
A.Rahman (2007:151) mengemukakan
yakni :

a Sngle-Member Constrituency (satu
daerah pemilihan memilih satu wakil,
biasanya disebut sistem distrik).

b. Multi-Member  Congtituency  (satu
daerah pemilihan memilih beberapa
wakil, biasanya dinamakan

proportional  Representation  atau
perwakilan berimbang.

Pelaksanaannya didasarkan pada
UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD”. Pemilu yang dilaksanakan
yaitu sgak 1945, 1971, 1977, 1982, 1992,
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1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Akan

tetapi pemilihan pada tahun 1955

merupakan  pemilihan  umum  yang

dianggap istimewa karena ditengah

suasana kemerdekaan yang masih tidak

stabil Indonesia melakukan PEMILU.
Mengenai asas pemilihan umum di

Indonesia dikena ada beberapa ases

pemilu yang ditetapkan agarsterciptanya

pemilihan umum yang“secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, ' dan “adil.

Adapun penjelesan daripada asas tersebut

secara umum adalgh s.ebagai berikut :

a Langsung artinya para warga
negara yang telah memiliki hak
pilin *harus memberikan suaranya
secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan.

b. Umum artinya semua warga negara
yang memenuhi persyaratan yang
sesual, berhak mengikuti Pemilu.
Selain itu, umum juga memiliki
pengertian  memberi  jaminan

(kesempatan) secara menyeluruh

bagi semua warga negara, -tanpa

memandang suku, agama, ras,
golongan, jenis+kelamin, daerah,
pekerjaan, maupun status sosial.

c. Bebas berarti setiap warga negara
yang telah mempunya hak pilih,
bebas menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan.

d. Rahasia artinya dalam memberikan
Suaranya,

pemilih dijamin
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kerahasiaannya, tidak ada pihak
lain yang mengetahui.

e. Jujur berarti semua pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan
Pemilu (aparat,
pasangan calon (presiden dan wakil

pemerintah,

presiden) parta  politik, tim

kampanye, para pengawsas,
pemantau, dan lain-lain) harus
bertindak jujur sesuai peraturan.

f. tAdil artinya dalam
penyelenggaraannya Pemilu harus
terhindar darif berbaga ™, bentuk
kecurangan.

Dengan terlaksanénya suatu
pemilihan umum yang sesua” dengan asas
pemilu diharapkan terciptanya suatu
pemimpin yang benar-benar bisa mewakili
segala macam bentuk aspirasi masyarakat
yang tidak berpihak pada [suatu

kepentingan atau golongan tertentu.

2. Konsep Pendidikan Politik
Pendidikan politik menurut Kartini
Kartono = (1996:64) adalah merupakan
upaya pendidikan yang' disengagja dan
sistematis untuk=membentuk individu agar
mampu  menjadi partispan  yang
bertanggung jawab secara etis dan mora
dalam mencapa tujuan-tujuan politik.
Sementara, menurut Rusadi Kantaprawira
(1988:54) memandang bahwa pendidikan
politik adalah suatu upaya meningkatkan
pengetahuan politik rakyat dan agar
6



mereka dapat berpartispas  secara
maksimal dalam sistem politiknya, sesuai
denagn paham kedaulatan rakyat atau
demokrasi bahwa rakyat harus mampu
menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan
Politik bukan hanya pemahaman peristiwa-
peristiwa politik yang diutamakan, akan
tetapi justru menekankan kepada aktifitas
politik secara sadar dan benar sesuai
dengan asas-asas demokrasi. Alfian
(2000:235) pendidikan _politik — dapat
diartikan sebagai usaha yang sadar untuk
mengubah  proses : sosiadisas = politik
masyarakat sehingga suatu masyarakat
tersebut lebih memahami dan menghayati
secara betul=nilai-nilai yang terkandung
daam sistem politik ideal yang hendak
dibangun:

Sama halnya dengan pendidikan
lainnya, pendidikan politik tentunya juga
memiliki tujuan yang hendak dicapai
dalam & melaksanakan
Kartaprawira (2004:54)-tujuan pendidikan
politik adalah  untuk
pengetahuan * politik rakyat'; dan.. agar

pendidikannya.

meningkatkan

mereka  dapat
maksimal daam Sistem.__politiknya.
Pendidikan politik adalah penyiapan

generass muda untuk berfikir merdeka

berpartisipasi  secara

seputar esens  kekuasaan dan pilar-
pilarnya, seputar faktor-faktor yang
berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau
berpengaruh dalam masyarakat melalui
lembaga-lembaga tersebut (Sunarso, 2012).
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Pendidikan politik bagi individu
Kartono (1996:59)

mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

menurut  Kartini

a. Peningkatan kemampuan individual
supaya setiap orang mampu berpacu dalam
lalu lintas kemasyarakatn yang menjadi
semakin padat penuh-sesak dan terpolus

oleh dampak bermacam-macam penyakit

sosial.

b. Memahami . mengenai  kekuasaan,
memahami mekanismenya, ikut
mengendalikan dan mengontrol
pelaksanaan  kekuassan  di “, tengah
masyarakat.

3. Pendidikan Politik
Bagian Dari Sosialisasi Politik
Pendidikan Politik jika dalam

bahasa inggris disamakan dengan political

Merupakan

sosialization yang mana jika diartikan
kedadlam bahasa indonesia merupakan
sosialisasi. politik. Penggunana' istilah
political  sosialization banyak yang
mensinonimkan antara pendidikan politik
dengan -sodaisas politik; Jika dilihat
kedua hal tersebut memiliki makna yang
hampir sama..=Sosialisas politik pada
dasarnya adalah proses belgjar, baik dari
pengalaman maupun pola-pola tindakan.
Sosidlisas  politik adalah proses oleh
pengaruh mana seorang individu bisa
mengenai sistem politik yang kemudian
menentukan persepsi  serta reaksinya

terhadap gejala-gegala politik.



Rush dan Althoff (2007) terdapat
tigametode dalam sosialisasi politik, yaitu:
a. Imitasi, merupakan peniruan terhadap

tingkah laku individu-individu lain.
Imitasi penting dalam sosialisasi masa
kanak-kanak. Pada remga dan
banyak
bercampur dengan kedua mekanisme
sehingga saiu dergat

dewasa, imitas lebih

lainnya,

peniruannya terdapat pula pada

instruksi mupun motivasi.
b. Instruksi; merupakan peristiwa
penjelasan  diri : seseorang ' dengan
sengga dapat ditempatkan dalam
suatu situasi yang intruktif sifatnya.
Ha ini=tidak hanya terbatas pada
proses belgjar formal sgja, melainkan
informal, seperti pendidikan kejuruan
diskusi-diskusi

kelompok dan lain-lainnya.

maupun dalam

c. Motivasi, sebagaimana dijelaskan Le
Vine merupakan tingkah laku. yang
tepat’ yang cocok. yang dipelgari
melaluiy proses coba-eoba dan gagal
(trial and error). Melalui; proses ini
seorang individu secara langsung
belgar dari pengalaman__mengenai
tindakan-tindakan yang cocok dengan
sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

4. Proses Pendidikan Politik
Pendidikan politik menyadarkan

fungs politik setiap individu untuk

menjadi  partisipan yang bertanggung
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jawab dalam proses politik. Tujuannya
iadlah agar supaya pemerintah yang
menerapkan kekuasaan dan pengambilan
keputusan-keputusan  yang  mengikat
seluruh warga negara di tengah banyak
konflik dan perbedaan kepentingan itu bisa
dipengaruhi oleh rakyat. Jeladah dalam
preses pendididkan politik itu rakyat digjak
ikut mempengaruhi politik pemerintah
dalam demokrasi.

Kartini Kartono (1996:59)
Pendidikan Palitik terutamas, diarahakan
pada; pembentukan ! pribadi “manusia
sebagai partisipan politik yang baik'wdan
aktif. Persyaratannya antarafain ialah :

a Orang yang bersangkutan harus
diberi/memiliki  cukup=" informasi
politik agar ia mempunyai wawasan
sehat terhadap peristiwa-peristiwva
politik dan kemasyarakatan.
sikap-sikap
politik yang sehat dan redistik,

b. Mampu menentukan

menentukan pilihan politik, dan
sebagai
pelaku politik yang baik, trampil dan

mempersiapkan diri

susila

c. Meakukanbanyak kebgjikan politik
di tengah lingkungan dekat dan
lingkungan jauh atau lingkungan
negara.

Pendidikan  Politik berusaha
membawa individu lebih baik lagi untuk
menentukan sikap-sikap politik, memilih
aternatif politik paling relevan, kemudian

8



melakukan langkah-langkah politik yang
lebih sesuai.

Kartini Kartono (1996:60)
pendidikan politik bagi rakyat dengan
tujuan membangkitkan rasa tanggung
jawab warganegara dalam suatu demokrasi
politik itu harus diarahkan pada:

a. Pengembangan dan pengjaman daya
penalaran

b. Keberanian mengambil keputusan atas
tanggung jawab sendiri

c. Kemauan untuk berbuat benar dan

lebilnbaik lagi:

5; Metode Pendidikan Politik

Surbakti (1999) Sosialisasi politik
dapat dikelompokkan berdasarkan metode
penyampaian pesan dari segi ini dibagi
menjadi 2 yakni :

1. Pendidikan Politik

2. Indroktinasi Politik

Pendidikan politik merupakan suatu
proses dialegik diantara pemberi dan
penerima pesan. Melalui-proses ini, para
anggota masyarakat mengena . dan
mempelgari nilai-nilai, norma-norma, dan
simbol-simbol  politik“=negaranya dari
berbagai pihak dalam sistem politik seperti
sekolah, pemerintah, dan partai politik.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan jenis

penelitian  deskriptif dengan metode
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penelitian kualitatif. Sehingga dengan
metode ini dapat mendeskripsikan serta
menganalisa Pelaksanaan fungss Komis
Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam
Pendidikan Masyarakat Pada Pemilu
Legidatif 2014.

Lokas penelitian ini dilakukan di
Keta Pontianak. Waktu penelitian ini
dimulal dari.bulan November 2014 sampai
dengan November. 2015. Subjek yang
digunakan® dalam penelitian ini adaah
Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
Sedangkan objek pendlitiannyay, adalah
pelaksanaan fungss Komisi Pemilihan
Umum' Kota Pontianak dal@m pendidikan
politik masyarakat pada pemilu legidlatif
2014.

Teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh pendliti dengan
menggunakan wawancara, dan
dokumentasi dengan menggunakan
instrument penelitian yaitu penelitic sendiri
dibantu pedoman wawancara’ Teknik
andisis data yang digunakan dalam
penelitian_ ini. adalah analisis deskriftif
kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari
data, reduks  data,
pengorganisasian data, dan interprestas
daya. Teknik  keabsahan data dalam
penelitian kualitatif yang peneliti gunakan
adalah triangulasi data.

pengumpulan



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kemampuan Indivi
dual Masyar akat

Program peningkatkan kemampuan
individual yang merupakan saah satu
fungs dari pendidikan politik yang
berfungs memberikan informasi dalam.hal
ini  pendidikan politik, program yang
diberikan dalam peningkatan kemampuan
individual
kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan.

berkaitan dengan, Seputar

Baik darf segi pemahaman maupun tata
carar memberikan suara ketika pemilu
berlangsung.

Upaya yang dilakukan KPU, kota
Pantianak dalam Peningkatakan
kemampuan individual kepada masyarakat
yang dilakukan KPU Kota Pontianak
melalui program sosidlisasi yang berisikan
materi, sosialisass menggunakan adat
peraga seperti iklan dan banner. Program
sosialisasi, dalam hal proses peningkatan
kemampuan individual ~berisikan" materi
seputar pemilihan umum yakni pemilihan
anggota leigdatif. Dengan memberikan
materi pemilu seperti waktu
penyelenggaraan, tata cara dan hak mereka
berguna agar mereka memiliki kemampuan
masing-masing dengan pengetahuan benar
yang sudah diberikan, seperti informas
waktu penyelenggaraan yakni dimulai pada
pukul 07.00 Wib dan Berakhir pada pukul
13.00 Wib, ketika informas tersebut
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diterima masyarakat nantinya
masyarakatlah yang akan menggunakan
hak mereka untuk pergi memberikan suara
pada pelaksanaan pemilu sesuai dengan
waktu yang ditetapkan, karena mereka
sudah memiliki kemampuan individual
yang berisi pengetahuan mengenai waktu
sehingga tidak  terjadi
keterlambatan lagi atau masyarakat datang

pada waktu pemilutelah selesai.

pemilihan

K etika maSyarakat yang
sebelumnya  tidak mengetahui, akan
terbantu sehingga memberikan pemahaman
agar ketika pelaksanaan masyarakat tidak
kebingungan, mereka dapat” berpartisipasi
secara mandiri  dalam “mensukseskan
kegiatan pemilihan umum.syang akan
dilaksanakan.

Program yang kedua tata |cara
pemberian suara juga menjadikan
Mmasyarakat tersebut menjadi  memiliki
ketika® sudah

diberikan pendidikan politiki' melaui

kemampuan individual

sosidlisasi  _khususnya pada proses
individual,

informasi tata cara untuk menyalurkan

peningkatkan . kemampuan
suaranya nanti.ketika mereka datang pada
waktu pemungutan Suara akan
dilaksanakan akan berguna, mereka tidak
lagi kebingunan seperti apa mereka harus
memilih. Pada point ketiga yakni mengenai
Hak mereka, juga berkaitan dengan proses
peningkatan kemampuan individual, materi
mengenai Hak mereka adalah sebagai
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masyarakat yang memililiki hak untuk
memberikan suara mereka  pada
pel akasanaan pemilu dengan rahasia tanpa
ada paksaan dari pihak manapun. Dengan
pemahaman mengenai hak diharapkan
masyarakat dapat memiliki kemampuan
individual dalam penggunaan hak mereka

tanpa terpengaruh oleh orang lain.

2. Pemahaman:K ekuasaan

Bentuk kegiatan pendidikan politik
KPU Keta PontianaJ; daam pemahaman
kekuasaan yang diberikan KPU Kota
Pontianak berupa informasi melalui
sosiaisass mengenai  pemilihan  umum
dilaksanakan,

sosialisasi-tersebut sama dengan sosialisasi

legidlatif  yang akan

sebelumnya namun isi  dai pada
penyampaian lebih kepada pemahaman
kekuasaan. Hal tersebut menjadikan KPU
Kota Pontianak memberikan pendidikan
politik yang bekaitan dengan pemahaman
kekuasaan kepada masyarakat. Salah satu
pendidikan politik yang diberikanialah

(1) Kepada masyarakat binaan
LAPAS Kelas Il A "Pontianak. Hal ini
bertujuan agar masyarakat binaan yang
kesehariannya  kurang  mendapatkan
informasi  mengenai  kekuasaan paham
akan kekuasaan. Alasan KPU memilih
masyarakat binaan adalah kurangnya
pemahaman karena masyarakat binaan

menggangap bahwa mereka tidak berada di
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lingkup masyarakat umumnya yang tinggal
bebas di perkotaan.

2 Selain kegiatan sosiaisas
yang dilakukan
kekuasaan yang dilakukan oleh KPU Kota
Pontianak iadah memasang sgumlah

proses pemahaman

atribut sosialisas  seperti  banner yang
dipasang di beberapa titik sudut jalan di
Kota Pontianak dan Juga Iklan di Media
Televis mengenal.pemahaman kekuasaan
yang tberisi pesan “Memilih  Untuk
Indonesia”. Salah satunya “hanner yang
terpasang di depan kantor sekretariat KPU
K ota Pontianak.

Informasi yang diberikan berupa
informasi mengenai pemila yang akan
diselenggarakan nantinya yaitu pemilihan
umum legidatif. KPU Kota Pontiahak
menjelaskan pemilihan  umum  untuk
memilih para wakil rakyat yang namtinya
akan menempati lembaga legidatif' yang
mengemban amanat rakyat, menampung
aspiras masyarakat, fungs dari para calon
anggota  legidatif  tersebut  ketika
menggunakan .. kekuasaan ' mereka di
l[embaganya. Pemahaman'kekuasaan yang
diberikan _kepada“ sgumlah Masyarakat
binaan Rutan Pontianak berisi Pengetahuan
apa itu legidatif disampaikan mengingat
pentingnya lembaga tersebut ketika
memegang  kekuasaan  di
legidatif, namun tidak berpihak kepada
caon ataupun menyebut calon ketika

lembaga
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proses pendidikan  politik  dengan
sosialisas disampaikan.

Untuk hak memilih siapa nanti para
caon anggota legidatif merupakan hak
daripada masyarakat  sendiri  yang

Pemberian

mengenai kekuasaan sangatlah penting

menentukan. informasi
karena anggapan masyarakat mengenai
politik merupakan sesuatu hal=yang tidak
baik, ha ini terjadi Jkarena masyarakat
selama ini melihat"di berbagai ‘'media‘ulah
oknum-oknum pejabat yang menggunakan
jabatannya guna l;epentingan pribadi
seperti memperkaya diri dan kepentingan
lainnya. Kemudian juga janji-janji pada
saat kampanye tidak direlisasikan Kepada
masyarakat menyebabkan ada masyarakat
yang beranggapan enggan memberikan
suara mereka pada suatu pemilihan umum:

Proses penyampaian pendidikan
politik. dengan sosidlisasi yang berkaitan
dengan |« pemahaman kekuasaan. . yang
disampaikan, kepada
masyarakat..KPU tidak beleh memaksakan
memilihg - pada

kembali  lagi

masyarakat * untuk
pelaksanaan pemilu legidatif yang akan
berlangsung. Namun KPU-Kota Pontianak
berupaya  agar masyarakat mau
memberikan suaranya untuk menentukan
pemimpin nanti yang akan berkuasa di
lembaga legidatif, yang mana nantinya
masyarakat juga yang akan merasakan
manfaat serta dampak apabila mereka ikut
serta dalam memberikan suara ataupun
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tidak memberikan suara pada pemilihan
umum legidatif 2014 vyang akan

berlangsung.

3. Memahami M ekanisme
Mekanisme  pemilihan  umum
legidatif merupakan suatu informas yang
diberikan olen KPU Kota Pontianak
mengenai“tata cara pemilihan umum yang
akan diselenggarakan. Mekanisme pemilu
legidatif merupakan Suatu ha penting
yang harus diketahui olehmasyarakat,
sebab mekanisme merupakan suatu_bentuk
nyata masyarakat nantinya menggunakan
hak suara mereka pada” palaksanaan
pemilihan umum yang akan=dilaksanakan.
Adapun bentuk mekanisme yang diberikan
KPU Kota Pontianak iaah informasi
mengenai tata cara pemilihan umum jagar
semua masyarakat paham bagaimana
menggunakan hak suaranya ketika pemilu
diselenggarakan Seperti sosialisas
menggunakan mobil kirap, boneka pemilu,

simulasi pemilu dan juga mediatelevisi.
Mekanisme yang diberikan ialah
gambaran pada pelaksanaan seperti aur
masyarakat_ memberikan suaran mulai dari
pertama datang ke Ilokas Tempat
Pemungutan Suara (TPS), mendaftarkan
diri kepada petugas KPPS, masuk kebilik
suara, dan mencoblos calon anggota
legidlatif sesuai dengan hati nurani masing-
masing. Bentuk kegiatan yang dilakukan
KPU Kota Pontianak tersebut kepada
12



masyarakat ialah dengan menggunakan
alat transportas mobil kirap yang sengaja
dibuat oleh KPU Kota Pontianak secara
unik berkeliling ke sgjumlah titik di kota
pontianak. Didalam mobil tersebut di bawa
segala macam atribut untuk melakukan
sosialisasi agar masyarakat mendapatkan
informasi secara jelas mengenai informasi
seputar pemilu dan khususnyasmekanisme
pemilu seperti cara mencoblos juga di
siarkan melalui.="mobil kirap, tersebut
melalui pengeras suara yang ada.

Sélain itujuge;terdapat replika kota
suara yang bertuliskan masing-masing
lembaga legidatif yang akan  dipilih
nantinya oleh masyarakat. Hal; ini
dilakukan agar masyarakat tahu nantinya
dimana «akan memasukan lembar suara
ketika selesai memberikan suara mereka
pada’ pelaksanaan kegiatan pemilihan
umum. yang akan dilaksanakan. Mobil
kirap yang sengaja dibuat bertujuan agar
menjadi daya tarik kepada masyarakat agar
melihat dan,mendengat ketika mobil kirap
tersebut lewat, dengan desain; yang. unik
membuat masyarakat menjadi tertarik
sehingga menimbulkan:«..keingintahuan
masyarakat apa yang sedang disampaikan
oleh mobil Kirap tersebut.

Selain mobil kirap dan boneka
badut, bentuk kegiatan pendidian politik
yang diberikan oleh KPU Kota Pontianak
kepada masyarakat ialah dengan iklan di
media televis, kemudian juga simulasi
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mengenai mekanisme sesungguhnya dalam
penyelenggaraan
suara. Hal tesebut juga bermanfaat

kegiatan  pemunguta
masyarakat jadi tau bagaimana bentuk
sesungguhnya pada  saat proses
pemungutan suara pada pelaksanaan
nantinya karena pada simulasi tersebut
dibuat semirip mungkin dengan kondisi
sebenarnya.di tempat pemungutan suara
ketika pemilu legislatif 2014 nanti akan
dilaksanakan.

Simulas pemilihan suara di TPS
yang dilakukan di kantor KPY Kota
Pontianak sendiri. Simulasi yang dilakukan
agar masyarakat lebih paham mekanisme
sesungguhnya ketika pada™pelaksanaan,
masyarakat bebas datang untuk  mengikuti
dan melihat smulasi tersebut.

4. Mengendalikan dan Mengontrol
Kekuasaan
Dalam ha mengenai pelaksanaan
pemilu sebagai sarana mengendalikan dan
mengontrol . kekuasaan terkait pemilu
legiglatif= 2014 sama seperti sosiadisas
sebelumnya yang telah dilakukan namun
memiliki_makna=yang berkaitan dengan
pemilu sebagai sarana masyarakat
mengendalikan dan mengontrol kekuasaan.
Sarana mengendalikan dan mengotrol
kekuasaan disini adalah masyarakat, bukan
KPU Kota Pontianak.
Pemilihan umum legidatif 2014
yang akan memilih para anggota legidlatif
13



yang akan mengemban tugas amanat
rakyat harus dilakukan kontrol dalam
proses pemilihannya dan mengendalikan
diri  mereka sendiri, seperti kontrol
nantinya masyarakat tersebut mengontrol
dan mengendalikan seperti apa mereka
harus bertindak dalam proses pelaksanaan
pemilu legidatif, dengan mengendalikan
diri dan mengontrol diri _untuk tidak
berbuat curang dan mengikuti kecurangan-
kecurangan yang:disebabkan faktor" |uar
secara tidek langsung = masyarakat
mengontrol pelaksﬂnéan kekuasaan dalam
konteks awal yakni pada proses pemilihan
umumnya.

Dengan kemampuan pengetahuan
yang didapatkan dari pendidikan politik,
hal-ha yang berbentuk pelanggaran dan
merusak yang dilakukan sgjumlah oknum
yangl mengajak masyarakat  bisa
diminimalisir oleh masyarakat mereka
dapat mengontrol dirinya sendiri_untuk
berupaya mensukseskan. pemilihan umum
dengan cara yang benar demi menciptakan
kekuasaan pemerintah yang baik nantinya.

Daam penjelasaanya pada
pendidikan politik melalui-sosidisas yang
telah  dilakukan  selain  berbentuk
mekanisme-mekanisme KPU juga
memberi tahu apa itu legidatif kepada
masyarakat karena tidak semua masyarakat
paham akan lembaga ini. Penjelasannya
tidak memihak kepada siapapun kepada
kandidat calon namun lebih kepada apa itu
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legidlatif, dan manfaat ketika kita memilih
anggota legidatif dengan benar untuk
sebagal kontrol terhadap jalannya suatu
pemerintahan di  lembaga  eksekutif
nantinya.

Bentuk kegiatan pendidikan politik
yang diberikan KPU Kota Pontianak dalam
menj el askan pentingnya  kekuasaan
legidatif “tfalah sama seperti pendidikan
politik yang sudah dibahas pada bagian
sebelumnya yakni depngan sosiaisas
langsung kepadar sejumlah*smasyarakat.

Kegiatan yang dilakukan, adalah
kepada sgumlah anggota Kelompok
Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS).
KPPS yang merupakan panita ad hoc
(Panitia Sementara) juga merupakan warga
sipil yang senggja dibentuk untuk menjadi
panitia pada pelaksanaan pemilu. KIPPS
juga memiliki hak untuk menggunakan hak
suara mereka dalam  menentukan
pemimpin. Kegiatan yang dilakukan KPU
Kota Pontianak - ialah mengumpulkan
sgumlah masyarakat yang mana sebagai
petugas KPPS untuk diberikan sosialisasi.
KPPS dianggap penting' karena mereka
sebagal panitia-sementara yang dibentuk
KPU akan mengemban amanat masyarakat
dalam proses pemungutan suara, ketika
para anggota KPPS diberikan pemahaman
pentingnya kekuasaan legidlatif diharapkan
tidak terjadi kecurangan dikalangan tempat
pemungutan suara. Tugas dari pada KPPS
tersebut dadam  mengedalikan  dan
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mengontrol ialah agar masyarakat yang
berada di tempat pemungutan suara dapat
berjalan dengan bak sehingga tidak
terjadinya kecurangan-kecurangan
sehingga pemilu dapat berjalan sesual
dengan yang diharapakan dan menjadikan
suara masyarakat yang didapatkan dari
suatu penyelengaraan merupakan suarah
sah yang memilih para caon legidatif.

Dengan peran® KPPS daam
mengontrol kecurangan di lingkungan TPS
mereka secara tidak langsung mereka juga
mengontrol jalannya; kekuasaan, sebab
dengan pemilu legidatif yang bersh
daripada  kecurangan-kecurangan para
anggota legiglatif nanti yang terpilih ketika
memegang kekuasaan dapat bekerja sesuai
dengan harapan rakyat.

E. PENUTUP

a) Kesmpulan
1. Peningkatan kemampuan individual
masyarakat yang dilaksanakan oleh
KPU Kota Pontianak adalah dengan
cara sosiadisas kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini KPU Kota
Pontianak mensosialisasikan
kepada sgjumlah siswa-siswi di
beberapa Sekolah Menegah Atas di
Kota Pontianak dan  juga
masyarakat. Pendidikan politik
dengan peningkatan kemampuan
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individual masyarakat diberikan
kepada siswa-siswi guna agar kaum
muda tersebut dapat memahami
bagaimana  nantinya  mereka
memberikan suara pada
pelaksanaan pemilu yang akan
diselenggarakan. Dengan
pendidikan politik tersebut dapat
membuat mereka sadar akan politik
dan bisa“memilih sesuai dengan

hati nurani mereka.

. Pemahaman  kekuasaan  yang

diberikan olen KPU Kota Pentianak
menyasar kepada kaum marginal,
yakni pada warga+®binaan Rutan
Pontianak. Hal ini dilakukan karena
kurangnya informasi yang diterima
oleh warga binaan selama
menjalani masa tahanan. KPU Kota
Pontianak memberikan Pendidikan
Politik dengan cara bersosidisas
kepada warga binaan | tersebut
kemudian -memberikan ‘gambaran
mengenai_para calon yang nantinya
akan® memegang kekuasaan di
lembaga legidatif. Selain itu
masyarakat juga setuju dengan
upaya Yyang dilakukan dalam
pendidikan politik pemahaman
kekuasaan. Dengan  diberikan
sosialisas tersebut nantinya
masyarakat mengenali sigpa yang
akan mereka  pilih untuk
mengemban jabatan ketika menjadi
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wakil di lembaga legidlatif dan tau
apa makna kekuasaan

sesungguhnya.
3. Pemahaman mekanisme yang
diberikan kepada masyarakat Kota
Pontianak cukup beragam, sadlah
satunya dengan berbagai cara
Salah satunya dengan memberikan
pendidikan politik berupainformasi
ke segmen pelgar, masyarakat
binaan lapas , dan ‘masyarakat
umum. Materi yang diberikan yakni
mekanisme ;JI’OSGS pemungutan
diberikan

sosialisas secara langsung maupun

suara. Masyarakat

melaui kampanye melalui mobil
kirap yang sengga dibuat KPU,
beneka yang menarik perhatian
sehingga masyarakat mendekat
untuk mengetahui, kemudian juga
dengan cara simulasi Tempat
Pemungutan Suara (TPS).

4. lkut
mengontrol kekuasaan .merupakan
hak masyarakat. KPU . Kota
Pontianak: memberikan pemahaman
kepada
pendidikan politik

mengendalikan dan

memalui
kepada

masyarakat yang nantinya memiliki

masyarakat

tugas mengendalikan dan
mengontrol  kekuasaan. Adapun
mereka yang menjadi sasaran ialah
anggota KPPS. Anggota KPPS
yang memiliki hak sama untuk
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memberikan suara mereka dalam
memilih calon anggota legidatif
berperan sebagai pelaksana pemilu
di tingkat masyarakat. Mereka
nantinya akan  mengendalikan
masyarakat agar mematuhi segala
macam proses pemilihan umum dan
mengontrol jalan suatu pemilihan
umum yang akan memilih para
cadon yang akan berkuasa di

|lembaga | egidlatif:
Pemahaman  yang diterima
masyarakat cukup memberikan kentribus
kepada masyarakat ketika pemilu legislatif
berlangsung. Dengan memberikan
pendidikan politik yang =baik kepada
masyarakat dapat menciptakan sSituasi
politik dan pemerintah yang baik pula
demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Terlepas dari pada upaya pendidikan
politik yang dilakukan KPU ' Kota
Pontianak dengan sosialisas langsung dan
membentuk relawan demokrasi  untuk
menyampaiakan informasi pemilu kepada
masyarakat,” ‘pemilihan umum yang
disdenggarakan kembali lagi kepada
masyarakat __yang™ menentukan pilihan
mereka masing-masing. Pada
pel aksanaannya masi h juga ada masyarakat
yang tidak menggunakan hak suara mereka
bukan berarti mereka tidak mengetahui
bagaimana memberikan suara mereka,
mereka yang sudah memiliki pemahaman
lebih kepada sikap idealis masing-masing
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masyarakat kepada calon pemimpin
mereka. Secara pelaksanaan KPU Kota
Pontianak sudah menjalankan tugasnya
sebagal
memberikan pendidikan politik kepada

penyelenggara kemudian
masyarakat namun pada pelaksanaanya
ketika pemilu legidatif berlangsung hak
memberikan  suara  ataupun  tidak
merupakan hak masyarakat karena tidak
ada paksaan ataupun® tekanan untuk

memberikan hak suara kepada masyarakat.

B) Saran
Kedepannya agar
masyarakat lebih baik mengenai hak-hak

mereka dan® mekanisme pemilu saran

pemahaman

penulis yang ingin diberikan ialah KPU
Kota Pentianak harus lebih gencar
memberikan pendidikan politik, tidak
hanya pada saat ingin  melakukan
penyelenggaraan suatu pemilihan umum
tetapi (KPU Kota Pontianak . juga
memberikan pendidikan politik disela-sela
kekosongan,  waktu
Pendidikan politik harus: lebihy intensif
diberikan

masyarakat semakin sadar-akan pentingnya

penyel enggaraan.

kepada masyarakat agar
mereka sebaga warga negara untuk
memberikan suara agar pemimpin yang
mereka pilih dapat menampung dan
merealisasikan keingin rakyat bersama

kedepan.
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